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Program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai salah satu kredit program 
pemerintah untuk membantu akses layanan pembiayaan UMKM, 
menghadirkan inovasi penyaluran secara digital kepada pelaku UMKM di 
indonesia. Untuk mewujudkan inovasi tersebut, pemerintah melakukan 
kerjasama dengan penyedia jasa uang elektronik dalam meningkatkan 
kapabilitas PIP dalam menyalurkan pembiayaan UMi secara digital. Akan 
tetapi penyaluran digital tersebut masih menghadapi hambatan dalam 
penyaluran pembiayaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
tantangan pada penyaluran program pembiayaan UMi melalui uang 
elektronik. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara serta analisis 
dokumen. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah integrasi sistem, limit 
saldo dan ekosistem uang elektronik. Tantangan-tantangan tersebut 
kemudian dipetakan dengan tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas 
kolaborasi pada extended enterprise. Penelitian ini juga memberikan 
rekomendasi menggunakan model ABC untuk menjawab tantangan-
tantangan tersebut. Rekomendasi yang diberikan meliputi pembuatan unit 
khusus, penyusunan kebijakan organisasi hingga peningkatan fitur dan 
modul pada sistem. 
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Ultra Micro Financing (UMi) program as a kredit program that aims to help 
MSMEs access funding, introduces digital distribution innovation to SMEs in 
Indonesia. To realize this innovation, PIP collaborates with electronic money 
service providers to enhance organizations capability in digitally distributing 
UMi financing. However, the digital distribution still faces obstacles in 
financing distribution. This research is conducted to analyze the challenges in 
distributing UMi financing programs through electronic money. Data 
collection is done through interviews and document analysis. Some challenges 
faced include system integration, balance limits, and electronic money 
ecosystem. These challenges are then mapped with three factors influencing 
collaboration effectiveness in the extended enterprise. This research also 
provides recommendations using the ABC model to address these challenges. 
Recommendations include establishing a specialized unit at PIP, drafting 
organizational policies, and enhancing features and modules in the system. 
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A. Pendahuluan 

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kolaborasi dengan pihak eksternal 
menjadi hal yang penting bagi keberhasilan bisnis. Extended enterprise 
mencerminkan realitas bahwa perusahaan tidak beroperasi secara terisolasi, 
melainkan dalam ekosistem yang melibatkan banyak pihak. Aspek teknologi 
informasi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kolaborasi antara pihak-
pihak eksternal. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang 
bagaimana teknologi seperti platform kolaboratif dapat digunakan untuk 
meningkatkan kinerja dan integrasi antara berbagai pihak. Dengan memahami 
dinamika dan tantangan yang terlibat dalam extended enterprise, penelitian dapat 
memberikan wawasan bagi praktisi bisnis, pembuat kebijakan, dan akademisi 
untuk meningkatkan kinerja bisnis dan keberlanjutan ekosistem bisnis secara 
keseluruhan.  

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama dekade terakhir 
menunjukkan bahwa sekitar 98% perusahaan di Indonesia masuk dalam kategori 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di Indonesia menghadapi 
berbagai tantangan. Masalah permodalan ini telah mendorong pemerintah untuk 
meluncurkan program permodalan khusus bagi UMKM. Sejak tahun 2017, 
pemerintah telah memperkenalkan program pembiayaan usaha mikro yang 
dikenal sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) [1]. Tujuan dari program ini adalah 
menyediakan akses pemodalan untuk sektor UMKM yang murah dan cepat. Untuk 
mencapai visi tersebut, konsep extended enterprise diadopsi untuk meningkatkan 
kapabilitas organisasi dalam menyalurkan pembiayaan UMi, dengan harapan dapat 
mempercepat proses penyaluran pembiayaan, meningkatkan kemudahan akses 
pemodalan UMKM, serta meminimalkan risiko penyaluran.  

Dalam praktiknya, salah satu permasalahan yang dihadapai ialah tidak 
terkendalinya suku bunga ke debitur antara lain kurangnya kapabilitas PIP untuk 
melakukan pengawasan langsung dalam hal pergerakan transaksi uang ke debitur 
UMi. Sebagai langkah tindak lanjut masalah pengendalian suku bunga ke debitur, 
pemerintah meluncurkan program digitalisasi penyaluran pembiayaan UMi kepada 
debitur melalui uang elektronik. Program ini dilakukan dengan mewajibkan LKBB 
untuk melakukan penyaluran Pembiayaan UMi kepada debitur melalui uang 
elektronik. Namun berdasarkan laporan audit terkait efektivitas penyaluran 
pembiayaan UMi secara digital, ditemukan beberapa permasalahan dalam 
penyaluran menggunakan uang elektronik sehingga pemenuhan target penyaluran 
pembiayaan UMi oleh LKBB terhambat.  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis penerapan konsep extended 
enterprise yang diterapkan organisasi pemerintahan dalam penyaluran secara 
digital untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:  

1) Bagaimana konsep extended enterprise pada penyaluran pembiayaan UMi 
melalui teknologi finansial? 

2) Apa saja tantangan dalam menyalurkan pembiayaan UMi melalui teknologi 
finansial? 
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3) Bagaimana rekomendasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi 
organisasi dalam implementasi penyaluran pembiayaan UMi melalui 
teknologi finansial?  

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, makalah ini dibagi menjadi 
tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, serta 
kesimpulan. 
 
B. Tinjauan Pustaka 

A. Extended Enterprise 

Dalam dunia penelitian, konsep extended enterprise (EE) adalah jaringan 
entitas yang beroperasi mandiri tetapi berkolaborasi untuk mencapai visi bersama 
[1]. EE pertama kali muncul dalam industri manufaktur dengan fokus pada 
efisiensi rantai pasokan, dengan tiga komponen kunci: adaptabilitas, fleksibilitas, 
dan responsivitas [1]. EE memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan 
pelanggan dan integrasi perusahaan. Namun, implementasi EE bergantung pada 
faktor seperti kepercayaan, komitmen, dan dinamika kekuatan antar perusahaan, 
serta mekanisme pertukaran informasi dan kontrak yang jelas terkait jangka 
waktu dan tanggung jawab. 

Dalam konteks pemerintahan, terdapat dinamika yang lebih kompleks dalam 
hubungan antarentitas, dengan potensi peran ganda sebagai pemasok dan 
pelanggan. Oleh karena itu, muncul konsep Government Extended Enterprise (GEE) 
yang melibatkan entitas pemerintahan yang berkolaborasi dalam situasi yang 
memerlukan kerja sama sukarela dalam tindakan yang terkoordinasi, meskipun 
menghadapi tantangan kerja sama di tengah kepentingan yang berbeda [2]. 

B. Tantangan Implementasi Extended Enterprise  

Implementasi extended enterprise juga memberikan tantangan bagi 
perusahaan di sektor finansial. Permasalahan dalam penerapan extended 
enterprise dapat menjadi permasalahan bagi perusahaan [4].  Salah satu 
tantangan bagi perusahaan adalah untuk mengidentifikasi dan mengakses 
pengetahuan berharga yang ada di perusahaan lain yang menjadi partner 
(misalnya pemasok dan pelanggan) [6]. Dalam mengeksplorasi inovasi dari 
sebuah kolaborasi extended enterprise terdapat tiga faktor yang memengaruhi 
keefektifan kolaborasi, yaitu [7]: 

1) Contractual Factor ditandai sebagai kolaborasi melalui kontrak 
perjanjian. Biasanya dalam bentuk jangka waktu kontrak, layanan yang 
ditawarkan, pengambilan keputusan strategis dalam bisnis, dan otorisasi. 

2) Enabling Factor adalah aspek praktis yang memengaruhi hubungan kerja 
sama terdiri dari tingkatan dan metode pertukaran informasi, saluran 
komunikasi, pertukaran teknologi, pengetahuan, serta inisiatif efisiensi 
operasional. 

3) Enhancing Factor merupakan aspek tidak tertulis yang memengaruhi 
kerjasama dalam hubungan, antara lain kepercayaan, komitmen, dan 
kekuasaan antar anggota. 
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C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM 
dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan ukuran dan status kepemilikan usahanya 
[8], yaitu: 

1) Usaha Mikro: Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp50.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan paling banyak 
Rp300.000.000,00 

2) Usaha Kecil: Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih 
dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 

3) Usaha Menengah: Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan 
lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 
Sementara itu, usaha ultra mikro adalah usaha dimiliki oleh perorangan 

dengan skala bisnis yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha mikro, dan belum 
mendapat akses permodalan melalui bank [1]. 

D. Teknologi Finansial (Financial Technology) 

Teknologi Finansial atau biasa dikenal dengan Fintech, merupakan gabungan 
kata financial dan technology, adalah istilah untuk mendefinisikan fenomena pada 
perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi (TI) dan inovasi ke dalam 
industri keuangan [9]. Aktivitas pada teknologi finansial sudah sangat beragam, 
mulai dari teknologi pinjaman (loan), pembayaran (billing), manajemen aset, 
pemindahan kekayaan (money transfer), blockchain/cryptocurrency, hingga 
crowdfunding [9]. Cakupan fintech pun terus meluas, hingga meliputi isu-isu 
sensitif seperti keamanan, privasi, ancaman, sampai serangan dunia maya 
(cyberattack)[10].  

Salah satu jenis dari fintech adalah digital payment system, yaitu merupakan 
jenis fintech yang bergerak pada bidang penyediaan jasa untuk pembayaran segala 
jenis tagihan dan uang elektronik untuk memfasilitasi transaksi lebih cepat dan 
efisien [11].  Salah satu komponen dari fintech adalah fintech lending, yakni layanan 
sistem pembayaran digital yang memberikan layanan kepada masyarakat tanpa 
melalui bank konvensional. 

E. Model Kolaborasi Extended Enterprise 

Model ABC untuk kolaborasi extended enterprise yang dibuat oleh Owen, 
Goldwasser, Choate. Model ini dapat digunakan oleh perusahaan dalam 
menghindari kesulitan yang ditimbulan dari inovasi dalam kolaborasi. Model ABC 
menunjukkan landasan terbaik yang dipetakan ke dalam 3 pilar, yaitu alignment 
(keselarasan), boundaries (batasan) dan commitment (komitmen) [12].  

1) Alignment 
Keselarasan memerlukan sinkronisasi antara visi strategis dan tujuan 
inovasi dengan penerapannya di seluruh organisasi dengan berfokus pada 
kolaborasi vertikal dan horizontal. 

2) Boundaries 
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Mengelola boundary (batasan) memungkinkan penerapan extended 
enterprise dalam melakukan kolaborasi lintas organisasi, menetapkan 
struktur dan proses tata kelola, serta operasional dan teknologi.  

3) Commitment 
Diperlukan komitmen berkelanjutan untuk mengatur dan melakukan 
sistemisasi kolaborasi untuk inovasi di seluruh organisasi dan stakeholder 
terkait. 

Model ABC ini dapat dilakukan terpisah atau kombinasi tergantung dari 
kemampuan, tujuan strategis, dan tujuan inovasi dari perusahaan [12]. 

 
C. Metode Penelitian 

A. Pengumpulan Data  

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui analisis terhadap berbagai 
dokumen, proses wawancara dan studi literatur. Beberapa dokumen yang 
dianalisis adalah Laporan Tahunan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022, 
Laporan Audit Internal terhadap pembiayaan ultra mikro melalui uang elektronik 
dan Dokumen Analisis Keuangan/Investasi. Sedangkan wawancara dilakukan pada 
bulan Oktober dan November 2023 dengan Anggota Divisi Sistem Informasi & 
Teknologi, serta Anggota Divisi Kerjasama Pendanaan dan Penyaluran Pembiayaan. 
Pertanyaan wawancara meliputi tiga buah pertanyaan utama [4], [7]: 

1) Bagaimana model bisnis pembiayaan UMi? 

2) Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan penyaluran digital 
dengan PIP? 

3) Bagaimana bentuk kerjasama antara PIP dengan mitra-mitra terkait 
penyaluran digital? 

4) Apa saja kemampuan dan values yang ditawarkan oleh PIP dan mitra-
mitranya dalam kerja sama penyaluran digital? 

5) Apa saja tantangan yang dihadapi PIP dan mitra-mitranya dalam kolaborasi 
penyaluran digital? 

B. Analisis Data 

Hasil wawancara dijadikan transkrip, kemudian poin-poin tantangan dalam 
transkrip akan dipetakan terhadap berbagai model yang memengaruhi penerapan 
extended enterprise [4], [7]. Hasil analisis dokumen juga akan dipetakan terhadap 
model yang memengaruhi penerapan extended enterprise. Poin-poin tantangan 
juga akan dipetakan sdengan mitra penyaluran digital PIP. Setelah memetakan 
tantangan, maka solusi akan dipetakan menggunakan model ABC [4], [7], [12]. 
Solusi ini kemudian akan menjadi rekomendasi yang diberikan ke PIP untuk 
meningkatkan strategi dan efektivitas penyaluran dengan mengurangi tingkat suku 
bunga pinjaman debitur 

 
D. Hasil dan Pembahasan 
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A. Model Bisnis Pembiayaan UMi 

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program lanjutan dari program 
bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro untuk 
masyarakat yang belum bisa mendapat fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) [13]. 
Diharapkan UMi akan meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang terjangkau oleh 
program pemerintah dan  mendorong pertumbuhan sektor riil sehingga 
berdampak pada perekonomian nasional. 

Pembiayaan UMi yang dikelola oleh organisasi pemerintah bernama Pusat 
Investasi Pemerintah (PIP), secara kumulatif telah memfasilitasi 9,1 juta pelaku 
usaha mikro dengan nilai pendanaan lebih dari Rp19.600.000.000.000,00 serta 
telah menjangkau 503 kabupaten/kota di Indonesia [2]. Program ini disalurkan 
melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan nominal fasilitas 
pembiayaan maksimal Rp20.000.000,00 per nasabah pelaku UMKM.  

Dalam penyaluran pembiayaan UMi, PIP memiliki visi menjadi koordinator 
pendanaan pembiayaan Ultra Mikro yang profesional dan memberikan biaya 
pendanaan yang rendah bagi LKBB. Hal ini bertujuan memudahkan LKBB 
berinovasi menciptakan produk baru yang lebih terjangkau bagi para debitur. 
Untuk memudahkan masyarakat pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan ini, 
bunga yang dihadirkan dari program pemerintah diharapkan dapat lebih rendah 
daripada skema pembiayaan lainnya.  

 Untuk menurunkan suku bunga pembiayaan UMi diperlukan sinergi 
pengelolaan program pemberdayaan UMKM antara PIP dengan berbagai instansi 
[14]. Beberapa usulan inovasi yang diharapkan adalah penyaluran pembiayaan 
UMi menggunakan uang elektronik. Inovasi ini juga diperkuat melalui Undang-
undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan (UU P2SK), terkait strategi pemerintah menggunakan perusahaan 
financial technology (fintech) untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha 
mikro, kecil dan menengah [15]. 

B. Implementasi Extended Enterprise untuk Penyaluran Digital di PIP 

Pada tahun 2019, PIP meluncurkan program digitalisasi penyaluran 
pembiayaan UMi melalui uang elektronik berkolaborasi dengan perusahaan 
fintech. Untuk mendukung kolaborasi, dikembangan sebuah sistem yang 
digunakan untuk pertukaran informasi penyaluran yaitu sistem Disbursement. 
Kolaborasi antar pihak digambarkan secara lebih detail pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Mekanisme Digitalisasi Penyaluran pembiayaan UMi 
 

Sebagai langkah awal, LKBB melakukan penilaian terhadap calon debitur UMi 
berdasarkan kriteria kelayakan menerima pembiayaan dengan menjalankan 
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proses KYC (Know Your Customer) melalui verifikasi identitas dan pengecekan 
kelayakan calon penerima dana. Berdasarkan penilaian ini, LKBB akan 
memberikan rekomendasi calon debitur kepada PIP untuk dibiayai. Jika debitur 
sudah disetujui, maka PIP akan memberikan dana ke LKBB untuk disalurkan 
kepada Debitur UMi melalui penyedia jasa uang elektronik yang sudah bekerja 
sama dengan PIP. Dalam pencairan dana ke debitur, digunakan sistem 
Disbursement Pembiayaan UMi.  

Debitur kemudian menggunakan dana UMi untuk melakukan pembelian 
barang atau jasa pada ekosistem uang elektronik. Selanjutnya pada sebelum atau 
saat jatuh tempo, debitur UMi akan membayar pinjaman kepada LKBB sesuai 
dengan perjanjian. Dana tersebut selanjutnya akan dibayarkan kembali ke PIP oleh 
LKBB sesuai perjanjian. 

C. Tantangan dalam Implementasi Extended Enterprise di PIP 

Berdasarkan studi literatur, analisis dokumen, dan hasil wawancara, berikut 
ini merupakan tantangan yang dihadapi PIP dalam penerapan extended enterprise. 
Tantangan dalam implementasi ini kemudian dipetakan menjadi contractual 
factors, enabling factors dan enhancing factors. Tantangan dibagi berdasarkan 
mitra kerjasama penyedia jasa uang elektronik dalam pembiayaan UMi secara 
digital. Secara singkat tantangan yang dihadapi oleh masing-masing penyedia jasa 
uang elektronik dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan hasil analisis yang bersumber dari dokumen laporan audit 
internal serta wawancara dengan narasumber, tantangan yang dihadapi PIP dalam 
menyalurkan pembiayaan UMi secara digital melalui uang elektronik dipetakan 
dengan faktor yang mempengaruhi efektifitas kolaborasi seperti yang disajikan 
pada Tabel 1. Permasalahan yang dipetakan pada faktor kontraktual dibagi 
berdasarkan permasalahan yang dihadapi masing-masing penyedia jasa uang 
elektronik (UE).  

Tabel1. Tantangan Penerapan Extended Enterprise Di PIP  

 Penyedia jasa UE1 Penyedia jasa UE2 

Contractual 
Factor 

C1 Secara default, pemilik akun baru 
Penyedia jasa UE1hanya memiliki limit 
saldo sebesar Rp10.000.000,00 
sedangkan kebanyakan debitur 
mendapatkan plafon pembiayaan 
melebihi limit saldo. Proses upgrade 
limit saldo tidak termasuk dalam 
prosedur pencairan dana dan jika 
dilakukan memakan waktu hingga 3 
hari. 

C2 Belum dilakukan integrasi antara 
sistem Disbursement Pembiayaan UMi 
dengan Sistem pada penyedia jasa UE2 
sehingga pencairan pembiayaan ke 
debitur membutuhkan proses 
persetujuan secara manual dan 
memakan waktu lebih dari satu hari.  

Enabling 
Factor 

C3 Ekosistem penggunaan uang elektronik belum terbentuk di daerah luar Jakarta. 

C4 Penyedia jasa pengembang sistem Disbursement pembiayaan UMi tidak 
melakukan perawatan sistem secara berkala, sehingga sering terjadi permasalahan 
terkait reliabilitas sistem. 

Enhancing 
Factor 

C5 PIP belum memiliki tim khusus yang menangani penyaluran pembiayaan UMi 
secara digital. 

C6 Belum ada komitmen dari top level management untuk menjadikan penyaluran 
pembiayaan UMi secara digital sebagai prioritas. 
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Untuk penyedia jasa UE1, terdapat kendala implementasi yaitu kesulitan 

koordinasi dalam melakukan verifikasi akun sehingga debitur dapat bertransaksi 
melebihi limit default. Hal tersebut berdampak pada jeda waktu pelayanan 
pencairan ke debitur. Hal ini akan menjadi risiko reputasi bagi LKBB maupun 
pembiayaan UMi secara digital yang dirasa menyulitkan bagi debitur. Selain itu, 
untuk permasalahan faktor kontraktual bagi penyedia jasa UE2 yaitu tidak 
terintegrasinya sistem pencairan pada penyedia jasa UE2 dengan sistem 
Disbursement Pembiayaan UMi yang menyebabkan adanya jeda waktu antara 
perintah pembayaran dengan realisasi penerimaan dana pembiayaan ke debitur.  

Pada faktor enabling, terdapat 2 permasalahan yaitu ekosistem penggunaan 
uang elektronik yang tidak merata di beberapa daerah tertentu serta sistem 
Disbursement yang tidak dikembangkan oleh pihak penyedia sistem. Namun, dari 
sisi sistem Disbursement, tidak diperbaharuinya perjanjian kerja sama menjadi 
salah satu faktor penyebab tidak adanya pelaksanaan perawatan berkala dari 
pihak penyedia sistem informasi sebagai dasar pengerjaan perawatan.   

Permasalahan pada faktor enhancing ialah kapabilitas SDM yang belum 
mencukupi sehingga proyek digitalisasi ini tidak dikelola dengan baik, serta arah 
strategis PIP dengan pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMi melalui uang 
elektronik tidak dijadikan program prioritas sehingga kurang menjadi perhatian 
bagi top management.  

D. Rekomendasi dalam Implementasi Extended Enterprise di PIP 

Berdasarkan tantangan yang sudah dianalisis pada Tabel 1, penelitian ini 
menuliskan rekomendasi untuk meningkatkan manfaat dari implementasi EE. 
Rekomendasi ini dibuat berdasarkan model alignment, boundary, dan commitment. 

Dari perspektif alignment (keselarasan), penerapan extended enterprise di 
PIP dapat melibatkan beberapa solusi yang bersifat horizontal atau vertikal. Secara 
horizontal, diperlukan sebuah unit khusus yang berfokus pada penanganan 
penyaluran pembiayaan, baik dari sisi operasional maupun penanganan 
permasalahan di lapangan. 

Secara vertikal, dibutuhkan penyelarasan terhadap strategi organisasi 
berupa kebijakan yang mengatur tentang penyaluran pembiayaan UMi secara 
digital. Hal ini untuk memastikan setiap pihak di organisasi memahami dan 
memiliki komitmen yang sama untuk memastikan penyaluran pembiayaan 
tersebut berjalan lancar. Selain itu diperlukan juga peninjauan ulang terhadap 
penyedia jasa uang elektronik dengan menentukan kualifikasi yang jelas dan 
tertuang dalam kontrak kerja sama, di antaranya penyedia harus dapat 
terintegrasi dengan sistem Disbursement. Penyedia juga harus berkomitmen 
untuk secara aktif terlibat dalam pembentukan ekosistem di daerah penyaluran. 
Tidak menutup kemungkinan untuk berkontrak dengan lebih dari satu penyedia 
jasa, untuk memudahkan pengguna dalam memilih layanan yang biasa digunakan. 

Hubungan strategis memerlukan proses membangun kepercayaan, 
kesepakatan cara pengambilan keputusan, persetujuan tentang kepemilikan dan 
berbagai cara lain untuk menghindari perdebatan, Untuk menghindari masalah ini 
diperlukan beberapa langkah pada ranah boundaries [12]. Rekomendasi pertama 
adalah melakukan identifikasi partner dengan tepat. Hal ini dilakukan dengan 
memastikan budaya dan visi dari setiap grup/organisasi selaras dengan tujuan 
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extended enterprise. dengan menggunakan membuat agreement/kontrak 
antarkedua pihak. Solusi ini dapat diterapkan dengan memberikan klausul dalam 
kontrak yang sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Cara ini juga untuk menjawab 
tantangan PIP terkait sistem Disbursement. 

Rekomendasi kedua di ranah boundaries adalah memastikan kemudahan 
integrasi teknologi dan visibilitas data antar organisasi. Sehingga terjadi 
pertukaran informasi untuk memastikan keberhasilan kolaborasi. Solusi ini dapat 
diterapkan dengan menggunakan API untuk terintegrasi dengan UMi sehingga 
menjawab tantangan terkait belum terintegrasinya sistem Penyedia jasa UE2 
dengan sistem Disbursement Pembiayaan UMi  Rekomendasi ketiga adalah 
memiliki tools kolaborasi dan pengawasan untuk memastikan pengguna sistem di 
dalam perusahaan dan pihak ketiga dapat melakukan diskusi mengenai berbagai 
topik Solusi ini dapat diterapkan untuk menjawab tantangan terkait reliabilitas 
sistem Disbursement Pembiayaan UMi untuk mempermudah sharing knowledge 
antara PIP dengan LKBB dan penyedia jasa uang digital, sehingga masalah dapat 
diidentifikas dan ditangani dengan cepat. 

Kemudian untuk menjawab berbagai tantangan, dibutuhkan komitmen untuk 
terus berinovasi dalam meningkatkan kemampuan organisasi. Rekomendasi 
pertama adalah melakukan kajian berkala guna memperbaiki prosedur, layanan, 
dan integrasi sistem terkait penyaluran melalui penyedia jasa uang elektronik. 
Langkah ini termasuk evaluasi reguler untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas 
layanan yang diberikan kepada pengguna. Rekomendasi berikutnya adalah 
meningkatkan fitur dan modul yang dimiliki oleh sistem Disbursement 
Pembiayaan UMi agar meningkatkan kemampuan dan fitur integrasi dengan 
penyedia jasa uang elektronik. Hal ini bertujuan untuk dapat memperluas 
jangkauan, meningkatkan jumlah mitra serta meningkatkan kemudahan bagi 
pengguna sistem tersebut. Hal lain yang juga harus dilakukan adalah 
meningkatkan jumlah dan kualitas calon debitur melalui proses identifikasi oleh 
LKBB untuk selanjutnya diinformasikan kepada penyedia jasa uang elektronik. Hal 
ini dapat memperluas basis pelanggan dan meningkatkan jumlah penyaluran. 
Langkah terakhir ini juga sejalan dengan tujuan PIP untuk meningkatkan 
jangkauan terhadap pelaku usaha. 

Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan agar implementasi extended 
enterprise melalui penyedia jasa uang elektronik dapat memberikan berbagai 
manfaat, baik kepada PIP, debitur PIP hingga LKBB. Manfaat pertama adalah 
potensi bunga pinjaman dan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan 
produk konvensional, sehingga kredit pembiayaan UMi semakin meringankan 
debitur UMi. Manfaat kedua adalah, penyedia jasa uang elektronik memfasilitasi 
transaksi lebih cepat dan efisien, sehingga menghemat waktu dan sumber daya 
yang diperlukan untuk melakukan transaksi. Penyaluran kredit melalui penyedia 
jasa uang elektronik juga memberikan visibilitas dan transparansi yang lebih besar 
dalam transaksi keuangan. Hal ini membuat PIP memiliki berbagai data dan 
informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Terakhir, 
fintech mendorong inklusi keuangan yang lebih besar dengan memfasilitasi akses 
terhadap layanan dan produk keuangan bagi kelompok masyarakat yang 
sebelumnya kurang terlayani atau terpinggirkan [4]. 
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Tabel 2. Rekomendasi Penerapan Extended Enterprise di PIP  

Alignment 

C1, C2 Penyediaan lebih banyak opsi penyedia jasa uang elektronik yang umum 
digunakan pengguna 

C1, C2, C3 Peninjauan ulang terhadap penyedia jasa uang elektronik dengan 
kriteria kualifikasi yang jelas 

C5 Dibutuhkan sebuah unit khusus yang menangani pembayaran UMi secara 
digital 

C6 Dibutuhkan kebijakan organisasi yang secara jelas mengatur tentang 
penyaluran pembiayaan UMi secara digital  

Boundaries 

C2 – Penggunaan API untuk integrasi antara sistem Disbursement pembiayaan 
UMi dengan Sistem pada penyedia jasa UE sehingga waktu pencairan pembiayaan 
ke debitur menjadi lebih singkat [17] 

C4 – Memberikan klausul dalam kontrak yang menyatakan penyedia sistem 
Disbursement harus melakukan perawatan sistem berkala [18], dan menerapkan 
tools kolaborasi yang dapat saling diakses untuk mempermudah diskusi dan 
sharing knowledge antara dua perusahaan[19]. 

Commitment 

C3, C4 Melakukan kajian secara berkala untuk memperbaiki prosedur, layanan, 
ataupun integrasi sistem terkait penyaluran melalui penyedia jasa uang elektronik  

C1, C2 Meningkatkan fitur dan modul yang dimiliki oleh sistem Disbursement dan 
Pembiayaan UMi untuk integrasi dengan sistem pada penyedia jasa UE [20] 

Meningkatkan jumlah dan kualitas calon debitur melalui proses identifikasi dari 
LKBB yang disampaikan kepada penyedia jasa uang elektronik  

 
 

E. Simpulan 
Program pembiayaan usaha mikro yang dikenal sebagai Pembiayaan Ultra 

Mikro (UMi) dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Program ini dilakukan 
untuk melakukan penyaluran uang secara digital ke debitur UMi melalui 
kolaborasi antara perusahaan teknologi finansial dengan LKBB. Namun pada 
kenyataannya, target pelaksanaan digitalisasi penyaluran pembiayaan UMi masih 
menghadapi hambatan dalam penyaluran pembiayaan Untuk menghadapi hal 
tersebut, PIP mengadopsi konsep extended enterprise untuk penyaluran 
pembiayaan UMi melalui teknologi finansial. PIP meluncurkan program digitalisasi 
penyaluran pembiayaan UMi melalui uang elektronik berkolaborasi dengan 
perusahaan financial technology (fintech), serta bekerja sama dengan LKBB dan 
penyedia sistem Disbursemen.  

Dalam pelaksanaan proses penyaluran, terdapat tantangan yang dihadapi PIP 
yaitu belum adanya integrasi antara sistem Disbursement Pembiayaan UMi dengan 
sistem fintech sehingga proses pencairan membutuhkan waktu lama, ekosistem 
penggunaan elektronik belum terbentuk di daerah luar Jakarta, penyedia sistem 
Disbursement tidak melakukan perawatan sistem berkala, PIP belum memiliki tim 
khusus untuk penyaluran digital dan belum ada komitmen dari top level 
management untuk prioritisasi pembayaran UMi secara digital.  

Adapun rekomendasi yang dihasilkan pada penelitian ini untuk mengelola 
program pembiayaan UMi secara digital yaitu PIP perlu melakukan beberapa hal 
antara lain yaitu perlunya peninjauan ulang penyedia jasa uang elektronik, 
menggunakan kontrak antara kedua pihak, memastikan kemudahan integrasi 
teknologi dan visibilitas data antar organisasi, dan melakukan kajian berkala guna 
memperbaiki prosedur, layanan, dan integrasi sistem. Rekomendasi ini bertujuan 
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agar implementasi extended enterprise melalui penyedia jasa uang elektronik dapat 
memberikan berbagai manfaat, baik kepada PIP, debitur PIP, hingga LKBB.  

Untuk penelitian di masa depan terdapat beberapa faktor yang dapat lebih 
diperhatikan untuk penyempurnaan, karena penelitian ini memiliki batasan yaitu 
belum adanya perbandingan rekomendasi dengan implementasi extended 
enterprise saat ini di PIP. Penelitian di masa depan diharapkan dapat memetakan 
rekomendasi kedalam strategi dan langkah-langkah detail yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan penerapan extended enterprise.  
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